
Mengingat • I. Undang-Undang Nomor H Tahun 1950 teruang Pembeniukaa Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propiusi Djawa Barnt (Berita Negara Talnm 
1950) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 4 Tahun 
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakana dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-llndang Nom-0r 14 T ahun 1950 lenU!lQ 
Pembenrukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ungk'Ungan Propinsi Djawa 
Bara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallon 1968 Nomor 31. 
T arnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ): 

2. Undang-Uodang Nomor I Tahun 200-I tentang Perbeedaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

a. bahwa dalam rangka melaksaaakan ketemuan Permuran Pemeri.ntah Nomor 69 
Tabun 2010 tenlang Tara Cara Pemberian dan Pemonfa.3fan lnsennf 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan P=1 68 
Peraturen Daerah Kabupaten Bekasi Nomor I Tahun 20ll Temang Pajak 
Daerah. kepada instaosi pelaksana pemungut Pajak Daerah pcrlu Wberikan 
insentif agar pelaksana pcmungm pajak daerab dapat bekerja dengan optimal. 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairuana dimoksud dafam huruf a. perlu 
ditetapkan Peraruran Bupati tentaag lnsennf Pemungutan Pajak: Daerah 
Tahon 2011. 

Menimbang: 

BUPATI BEKASI. 

NOJ\10R 6 TAHUN 2011 

TENTAJ'l'G 
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PERATURAN BUPATI BEK.AS! 



14. Peraturan Bupari Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mckanisme 
Penyusunan Produk Hukum Daemh di Lingkungan Pemerimah Kabupaten 
Bekasi (Bcrita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 8); 

lJ. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor I Tahun 2011 tcntang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor (); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tcMlng Uru.= 
Pemerintahan Ka bu paten Bekasi (Lembaran Dacrab Kabupaten Betas, T abun 
2008 Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomo, 1 T3hun 2009 rcnung Organiscsi 
Perangkat Daerah Kabupatcn Beklisi {Lembaran Daerah Kabupaten Bekesi 
Talum 2009 Nomor 7); 

I J. Peraturen Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 remang Aaggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 201 I (Lembaran D=ah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 6): 

12. Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tabun 2010 tenl:ll'lg Ketenman 
Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabepaten Bckosi Tahun 2010 
Nomor7); 

4 Undaag-Undang Norncr 31 Tnhun 200J- ,enun-it Pc-meri.;.::i.h: . .,. D3cr3b 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ::-004 Nomor !ZS. Tamb:lhan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -1437) seb.,g:timarui i,!.!h diub:lh 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pera1Ul1lll 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200) tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahen 2004 le'Tltan.g Pemerintahaa 
Daerah menjodi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4543); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan 
Antara Pemerlruah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lemboran Negara Rcpubhl. 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahrul Lembotan Negara Republil. 
Indonesia Nomor 44>8}; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 teruang Pajak Daerah dan Retribusi 
Dacrah {Lembamo Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor IJ-0. 
Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor S0-19): 

7. Peraruran Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tenmng Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 :S:omor 1-10. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)~ 

8. Peraturan Pcmerinlah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cora Pemberien dan 
Pemanfaaran Insentif Pemungutsn Pajnk Daerab dan Retribusi D:lenlh, 

~ Uocbns .. Undang 'Somot 10 Tahun ZOO-= tenun~ P~ Pt;:.:.L...tau 
Perundartg·Undao,gan (Lembarsn -.:-egara Rqru:b-1.u.. t..oJoncsu T.n:1.."l :::ao.s 
Nomor 53. Tambahan Lembarao Negarn Rcpublik indoaesia \o<:lOf .:u". 



I. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi: 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi: 

~. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dna Asei Kabupaten Bekasi dan 
Oinas Sina Marga dan Peugelolaan Sumber Daya Air Kebupaten Elekasi ; 

S. Kepala Oinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan clan Am Kabupaten 
Bekasi dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi: 

6. Kantor adalah Kantor Pcnanahan Nasional Kabuparen Bekasi; 
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kanter Pertanahan Nasional Kabupatcn Bckasi: 
$. Assisten adalah Assisten Administrasi Umum Serda Kabupaten Bekasi, 
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Hukum Serda Kabupatcn Bekasi; 
10. run. adalah Tim )'llDi! anggoranya terdiri dart peiugas pemungut pajilJ;; dan pibal. lain yang 

bertugas membantu dalam kegiatan ekstensifikasi dan intcnsifikasi pemungutan Pajak Daerah; 

11. Ekstcnsifikasi, adalah Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah -,,ijib pajak 
tcrdaftar; 

12. lnrenslflkasi. adalah Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak lt!'rhadap objek serta 

subjek pajak yang relah tercatat atau lcrdaftac 

13 Pajak Daerah, yang selanjumya dlsebut Pajak. adalah kootribusi wajib kepada d3erab y-.mg 
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. dengan 
tidak mendepatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk k.qx,rluan Daernh bagi 
sebesar-besamya kemakrnuran rakyai; 

14. Pemunguten adaleh suaru raogkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyck 
pejak, penctapan besarnya pajak terutang sampai kegia1,n penagihan pajak kepada wajib pajak 
serta pengawasan penyetorannya; 

I 5. lnsentif Pemungutan adalah lnsentif yang diberikan kepada aparat pelaks,na pemengutan pajak 
daerah dan pihak lain yang membantu pemungutan pajal< daerah sebagai penghargaan atas 
pencapaian kinerja pemungutan pajak daerah; 

16. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sclanjutnya discbut Penaaggungjawab 
adalah p,:jabat yang berianggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. yanu Bupari dan 
Wakil Bupati; 

J 7_ Kcordinatcr Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pejabai yang beniadak selaku koordieaeor 
pengelolaan keuangan daerah. yaitu Sekreraris Daerah; 

Datum Peratnran ini yang dlruaksud dengan : 

Pasal I 

BABI 
KETEJ\'TUAJ'f UMIDI 

M£Ml'Tt:SKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTfu'fG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK 
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( 4) Be saran insentif umuk pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah adalah : 

a. Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar IO % (sepuluh persen) dari besaran insenrif yang 
dllctapkan berdasarkan ketcntuan dalam Pasal 3 ayat (2) umuk jcnis Pajak Air Tanah. 

(I} Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dibcrikan lnscntif 
pemungutan P3jnk Daerah, 

(21 lnsentif pcmungetan Pajak Oacrah sebagaimana dimaksud pod. ayot (I) d,tctaiko seb 
5 % (lima persen). 

(3) Pemberian insemif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud peda ayar (2) dihi1ung. 
berdaserkan 13bapan penerimaan tiap jenis pajak yang telab disetor ke Kos Daerah Kabupaten 
Bekasi. 

PasaJ 3 

d. Assisten Adminisuasi Umum sebagai Aoggora Tim Irueusltlkasi dan Ektensifikasi Pajak 
Daerah selaku pihak lain yang membaaru pemunguian Pajak O.erah; 

e. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota Tim lmensifikasi don Ektensifikasi Pajak Daerah 
sclaku pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah; 

f. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumbcr Do}a Air Kabupaten lkl<""i se~ pihlk Jain 
yang rnembantu pcmungutan Pajak Air Tanah, 

g. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bckasi sebagai piha.lt lain Y~ membaaru 
pemunguran Bea Peroleban Hak Atas Tanah dan Bangun>n (BPHTB). 

b. Sekretaris Daerah selaku koordinaror pengelolaan keuangan daerah: 

c, Pejabat dan Pegawai lnstansi Pclaksana Pemunzet Paiak Daerah denean ian••tm• jawab . • e, 'J •-.e, ,:i,;,,;, 
masing-masmg; 

(I) losentif dibcrikan kepada lnstansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daernh. 

(2) lnscntif sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) secara proporsiooal dibayarl,;an kepada : 

a. Kcpala Oacrah den \Vakil Kepala Dacrah sebagai penanggung jawab pengdolaan keuangan 
daerah: 

Pasal 2 

l'.'iSENTfJ.' PEJ\lUNCUTAN PAJAK DA.ER,ul 

BAB II 

18. ln=nsi pcmungut pojok yan~ selanjumya disebut instansi pelaksana pemunguian. adalah Dinas 
Pendapnan Pengelolaan Keuangan clan Aset yang melaksanakan pemungut.an Pajak Daerah: 

19. Pihak lam yang mcmbanru pemungutan pajak odalah Assisien Adminisuasi Umum Serda 
Kabupaten Bekasi, Kepala Bagian Hukum Set® Kebupaten Bekasi, Oi.1\3S Bins ~targa clan 
Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi dan Kantor Perumahan Nasional Kabupaten 
Bckasi. 



TARGET TARGETS/0 I TARGfTS/D TARGETS/0 

HO JE.NIS PAIAtC T1UWULANI TRl\\l'UlAN II TRIWULAN Ill TRIWUlAN ti/ 

% % % % 

1 2 3 4 s • 
1 Pajak Hotel 18..82 42,58 7370 I 100 

2 Pajak Restotan 26 t.4 54 12 84..24 I 100 

) Pajak Hitx,r11n 19.09 37.96 56.4& 100 

4 PiJak Reklame 8 73 2S.78 47.27 I too I 
5 Pajak Pentt$ngan Jalan I I 10.97 34.19 53.29 :oo 

• • Pajai: Minttal &vkan Logam 
d.)n &atu.an 23.12 .3.8.13 61 <!S, 100 

7 Pa;ak Parlor 23.19 47.48 7184 100 

8 PaJak SarMg suw.ng Walet 16.CO 22.46 SS.OS 100 

9 Pajak Air Tanah . 20 60 100 

10 Bea Pcroleh:in Hak At.ti 
Tan~!\ da.n 8angunan 3Jl SS rs '"" 

(3) Target Penerimaan Pajak Daerah setiap jenls pajak per Triwulaa sebagaimana dun.:1ksuJ dalam 
ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : 

(2) Pemberian inscotif didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah berdasarkaa pencapaian 
target penerirnaan Pajak Daerah per Triwulan. 

(I) Pemberian lnsemif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk nreningkatkan : 

a. kinerja instansi; 
b. semangat kerja bagi pe-jabat acau pegawai iestansi; 
c. pendepatan daerah; dan 
d. pelayanan kcpada masyarakat. 

Pasal 4 

<Sl Bea Perolehan Hak Acas Tanah d311 Bang= (BPHTB) ditetapkan seeesar 7 '- ltujuh pc-rs<n) 
dari besaran insenuf yang ditetapkan berdasarkaa ketenruan dalam Pasal 3 ayat (2) umuk jenis 
Bea Perotehan Hak Ams Tanah dan Bangunan (BPHTB). 



Pa,al 7 
Pman;;tunl)j>"•bon Pemberian Inscatir r,,muni:otan P:!Jak Dxrah d,I~ ..,.1131 d<t!;= 
le1<m1J011 pcrund>n.;·Wld31lgan )·ang berlaku dabm penielo~n keuangan durah. 

llogian Ke:ig, 

PcrtanggW1gjawaban I nsemif Pemuagutan 

(5) Dalam hal large! penerimaon p:,da al<liir mwulan lV realis3si kurang dari 100 ~, lClilp1 t(\~'1 
mcncapai atau mclebihi target 1ri,.11Jon !11, maka insentif dibenkan unto~ m"uJan Ill clan 
tri"uJm sebclumnya yang bclum dibo)'illbn. 

. 
pcmbenan insemif drlnkukan pada tahun :lnggttr..1.n benkurnya Y:ltl'S rclatsanann~--;i sesu3J 

dengan ke1cn1uon pennnn pcrundang-uncbn.;an. 

(3) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimam tidak 1<,a,p:,1. 1i&J. mcm"""'1tan 
inscnlif > ang sud.lb diba) arkan unruk 1nwul:ln scbelumaya 

(4l Apobifa 1argei ptnerimun Pojak ~ aklur uhun .nssoran telJh 1erCApai ...., ccrbmpoui • 

(2) Apabilo targe1 kinerja Triwulan tidak tercapai, insentif pemunguran unauk. Tnwulan 1end,ot 

dibayarl:an pada awal Triwulan b<nlutny,,. "'"lob mm:opai uq,;et kin<1)3 TriuuJ;u, )'3llil 

ditentuken 

Po.,al 6 

(I) lnscnaif sebag3ml0ll3 d1Jll3Lsud l'3$;iJ 2 dibayarl.in set.ap Tri\\ul.m pa<b a":u Tn><ubn 

berikutnya, apobila 1eloh mencopai WiJct ltin<rja Tri .. ulan. 

&gjanKedm 
Pembayaran lnsentif Ptmunguw,, 

(I) Kepala lnSl.1l1SI Pdaksan3 Pemwigul Pajal; O:><rnh lllffl)\ISWl pt~ ,nsennt 
pcmunguwi p:,jak berd:isa'll!I ketemuan sebagaimana d1m.>ksud dalam Pasal 3. 

(2) P<ni;anea,ran lnsentif sebaa,iman• dim•ksud p.,da •>•I (I) Jm:1,1pt.an d.wm ,\~ 

Pcnd.,p;ltm cun BebnJ• Dacrah. 

lhgianKesa1u 
Penganggaran Insentif Pcmungutan 

BAB ID 
l'ENGANGGARAN. PEl>ffiA YARAN DAN PERTA'.','GGUXGJA \\'ADAN 

1::-ISEl'iTIF PE.\rt.'NGUT A' 

• 



• 

· C,ka:rang Pus.:u 
17 Pebruan zou 

ditetapkan dr 
pada tanggal 

Peraiuran Bupaci ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang. meogerahuinye, memerlmahkan pengundangan Peraruran Bupan ini dengaa 
penempat.1n.oy..1 dalam Berna Daerah Kabupaten Bckasi 

BABV 

KETENTUANPEN~TUP 

Pasal 9 

Pembcrian lnsentif unruk tahun anggaran 2011 dibaynrko.n terhitung mular bulan Jan.uari 1011 )'aD.g' 

dibebankan melalui Anggaran Pendaparan dan ~lanj• Daerah tAPBD) Kabepaten Bctws, Tahun 
Anggaran 2011 berpedoman pada keteruuan Peraturan Bupati ini. 

!lA!l [V 

KETENTUAN PERALlfl<\~ 

P=IS 


